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DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

 

 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

 
NOMOR 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM 

TAHUN 2023 
 
 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, tertib 

administrasi perkara, kualitas pelayanan publik 

satuan kerja di lingkungan peradilan umum kepada 

masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal 

Badan Peradilan Umum mengadakan penilaian 

Lomba pada seluruh satuan kerja dibawahnya 

dengan Surat Nomor 203/DJU/HM02.3/2/2023 

Tanggal 6 Februari 2023 Hal Pengumuman Lomba 

bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum 

Tahun 2023, yang terdiri atas penilaian terhadap :  

- Layanan Pengadilan/ PTSP;  

- Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara;  

- Pemilihan Role Model;  

- Pelaksanaan E-Litigasi;  

- Pelaksanaan Layanan Hukum; 

- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

- Hakim Tinggi Pengawas Daerah; dan  

- Inovasi; 

b. Bahwa ….. 
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b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan berita acara 

Tim Penilai Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan 

Peradilan Umum Tahun 2023 pada pengadilan 

melalui tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) telah 

ditetapkan pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di 

Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan hasil penilaian tersebut dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi 

Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum 

Tahun 2023; 

 

Mengingat  : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;   

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor              

2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar 

Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/ 

HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 

Tentang …… 
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tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri; 

  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/ 

PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 

9. Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 203/DJU/HM02.3/2/2023 

Tanggal 6 Februari 2023 Hal Pengumuman 

Lomba bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan 

Umum Tahun 2023; 

10. Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 468/DJU/HM02.3/3/2023 

Tanggal 31 Maret 2023 tentang Pengumuman 

Perpanjangan Waktu Pengusulan Lomba Bagi 

Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum 

Tahun 2023; 

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1350/DJU/SK/ 

HM02.3/5/2023 Tanggal 5 Mei 2023 tentang 

Pembentukan Tim Penilai Lomba Bagi Satuan 

Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 

2023; 

12. Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 1017/DJU/HM02.3/7/2023 

Tanggal 21 Juli 2023 Hal Pengumuman Penilaian 

Tahap I Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan 

Peradilan Umum Tahun 2023. 

 
 

M E M U T U S K A N …. 
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M E M U T U S K A N  

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN 

PERADILAN UMUM TENTANG PENETAPAN 

PEMENANG LOMBA BAGI SATUAN KERJA DI 

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2023. 

 

KESATU : Menetapkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 

yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai 

Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan 

Peradilan Umum Tahun 2023. 

 

KEDUA 

 

 

 

 

: Pemenang Lomba sebagaimana tersebut pada 

lampiran Surat Keputusan ini merupakan hasil 

Penilaian Tim Penilai Lomba Bagi Satuan Kerja di 

Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023 yang 

bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

  Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 November 2023  

 

 

 

 

 

 

Tembusan kepada: 

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. 

2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Yudisial. 

3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Non Yudisial. 

4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. 

5. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 

6. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 
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LAMPIRAN  
Keputusan Direktur Jenderal Badan 
Peradilan Umum 
Nomor   : 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 
Tanggal : 30 November 2023 

 

I. PEMENANG LOMBA LAYANAN PENGADILAN/PTSP TAHUN 2023 

KATEGORI TERBAIK 

 

A. PENGADILAN TINGGI 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN 90.43 

PERINGKAT II : PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA 90.28 

PERINGKAT III : PENGADILAN TINGGI RIAU 88.05 

HARAPAN I : PENGADILAN TINGGI JAMBI 86.15 

HARAPAN II : PENGADILAN TINGGI DENPASAR 80.75 

HARAPAN III : PENGADILAN TINGGI BANDUNG 79.20 

 

B. PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 95.95 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI BANDUNG 92.05 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 80.05 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 76.00 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI TANGERANG 75.00 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI JAKARTA 

SELATAN 

71.55 

 

C. PENGADILAN NEGERI KELAS I A  

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI JEMBER 93.65 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI SLEMAN 93.35 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI LUBUK 

LINGGAU 

89.50 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PEKANBARU 88.80 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 84.45 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI PADANG 84.30 
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D. PENGADILAN NEGERI KELAS I B 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI SINGARAJA 93.60 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI SUBANG 93.55 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI SAMPIT 92.10 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI MARTAPURA 88.25 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU 87.65 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI METRO 87.55 

 

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI WONOSARI 94.90 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI TANJUNG 89.45 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI PAREPARE 88.30 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PENAJAM 87.05 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI CIKARANG 86.90 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI BATANG 86.75 
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PEMENANG LOMBA LAYANAN PENGADILAN/PTSP TAHUN 2023  

KATEGORI TERFAVORIT 

 

SATUAN KERJA NAMA PENGADILAN 

PENGADILAN TINGGI : PENGADILAN TINGGI BANDUNG 

PENGADILAN NEGERI 

KELAS I A KHUSUS 

: PENGADILAN NEGERI JAKARTA 

PUSAT 

PENGADILAN NEGERI 

KELAS I A 

: PENGADILAN NEGERI JEMBER 

PENGADILAN NEGERI 

KELAS I B 

: PENGADILAN NEGERI KEDIRI 

PENGADILAN NEGERI 

KELAS II 

: PENGADILAN NEGERI MARISA 
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II. PEMENANG LOMBA LAYANAN HUKUM TAHUN 2023 

 

A. LOMBA POSBAKUM 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI JEMBER 92.00 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 90.00 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI GRESIK 89.50 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI CIKARANG 88.50 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI MATARAM 88.00 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 87.50 

 

B. LOMBA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI SUBANG 92.00 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 88.50 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI MATARAM 88.00 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI UNAAHA 87.50 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI 68.00 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI POSO 44.00 

 

C. LOMBA PRODEO 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 94.00 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI JEMBER 82.00 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 66.00 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN 62.00 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI CIKARANG 54.00 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI BANDUNG 50.00 
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III. PEMENANG LOMBA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH  

TAHUN 2023 

 

No. NAMA HAKIM JABATAN  

1 SUKRI SULUMIN, S.H., M.H. HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI KALIMANTAN TIMUR 

2 BINTORO WIDODO, S.H. HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI BANJARMASIN 

3 JON EFFREDDI, S.H.,M.H. HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI RIAU 

4 PANDU BUDIONO, S.H., 

M.H. 

HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI BANDA ACEH 

5 Dr. H. PRAYITNO IMAN 

SANTOSA, S.H., M.H. 

HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI RIAU 

6 Dr. SUHARTANTO, SH. M.H. HAKIM TINGGI PENGADILAN 

TINGGI DENPASAR 
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IV. ROLE MODEL PIMPINAN  

TAHUN 2023 

 

A. PENGADILAN TINGGI 

No NAMA HAKIM JABATAN  

1 Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

TINGGI DKI JAKARTA 

2 H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

TINGGI DENPASAR 

3 Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum. KETUA PENGADILAN 

TINGGI RIAU 

 

B. PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS 

No NAMA HAKIM JABATAN  

1 DADI RACHMADI, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI PALEMBANG 

2 Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum KETUA PENGADILAN 

NEGERI MAKASSAR 

3 NURULI MAHDILIS, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI SURAKARTA 

 

C. PENGADILAN NEGERI KELAS IA 

No NAMA HAKIM JABATAN  

1 FAUZI ISRA, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI BENGKULU 

2 MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI YOGYAKARTA 

3 RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., 

M.H. 

KETUA PENGADILAN 

NEGERI PANGKAL 

PINANG 

 

 

*Catatan: urutan disusun berdasarkan alfabet. 
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D. PENGADILAN NEGERI KELAS IB 

No NAMA HAKIM JABATAN  

1 HERIYANTI, S.H., M.Hum. KETUA PENGADILAN 

NEGERI SINGARAJA 

2 ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI MARTAPURA 

3 ZULKIFLI, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI SUNGAILIAT 

 

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II 

No NAMA HAKIM JABATAN  

1 NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H., 

M.H. 

KETUA PENGADILAN 

NEGERI NEGARA 

2 NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI TANJUNG 

3 RIZAL TAUFANI, S.H., M.H. KETUA PENGADILAN 

NEGERI KOBA 

 

 

*Catatan: urutan disusun berdasarkan alfabet. 
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V. PEMENANG LOMBA ROLE MODEL PANITERA 

TAHUN 2023 

 

A. PENGADILAN TINGGI 

Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

Terbaik I H. TAVIP DWIYATMIKO, S.H., 

M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

TINGGI DKI JAKARTA 

Terbaik II TJATUR WAHJOE BOEWANA 

S. POETRO, S.H., M.Hum. 

PANITERA PENGADILAN 

TINGGI RIAU  

Terbaik III SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

TINGGI BANJARMASIN 

 

B. PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS 

Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

Terbaik I Dr. AHYAR PRAMIKA, S.H., 

M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI MAKASSAR 

Terbaik II DENRY PURNAMA, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI SIDOARJO 

Terbaik III MARLIN SIMANJUNTAK, S.H., 

M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI JAKARTA TIMUR 

 

C. PENGADILAN NEGERI KELAS IA 

Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

Terbaik I IYUS YUSUF, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI BANJARMASIN 

Terbaik II SUTANTO, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI PEKANBARU 

Terbaik III ANDI LUKMANA, S.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI BATAM 

FINALIS ROTUA ROOSA MATHILDA 

TAMPUBOLON, S.H., M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI DENPASAR 

FINALIS SUPRIADY, S.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI PALU 
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Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

FINALIS REPULIS, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI PANGKALPINANG 

 

D. PENGADILAN NEGERI KELAS IB 

Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

Terbaik I I MADE WITAMA, S.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI GIANYAR 

Terbaik II ERLYNDA SETIANINGTIAS, 

S.H., M.Hum. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI BANJARBARU 

Terbaik III RUDYANSYAH PUTRA 

SIAHAAN, S.H., M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI SUBANG 

FINALIS ABDUL KADIR, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI BAU-BAU 

FINALIS SHANTY EKAWATY, S.H PANITERA PENGADILAN 

NEGERI TARAKAN 

FINALIS SAIDUL AMNI, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI KARANGANYAR 

 

E. PENGADILAN NEGERI KELAS II 

Peringkat NAMA PANITERA JABATAN  

Terbaik I BERLY, S.E., S.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI MUARA TEWEH 

Terbaik II DIAH PURWADANI, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI SANGGAU 

Terbaik III ANI WINDARTI, S.H., M.B.A. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI WONOSARI 

FINALIS M. NURYASIN FAJRI, S.H., 

M.H. 

PANITERA PENGADILAN 

NEGERI TANJUNG 

FINALIS ABDUL HAFID, S.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI RAHA 

FINALIS SUGANDI SYARIF, S.H., M.H. PANITERA PENGADILAN 

NEGERI PANDEGLANG 
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VI. PEMENANG LOMBA ADMINISTRASI PERKARA DAN KEUANGAN 

PERKARA TAHUN 2023 

 

A. PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  83.00 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 81.50 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA  77.50 

 

B. PENGADILAN NEGERI KELAS IA 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA 80.33 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM 78.55 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN 76.81 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG 76.39 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 73.87 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI SLEMAN 73.13 

 

C. PENGADILAN NEGERI KELAS IB 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI BANJARBARU 83.48 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU 78.93 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI BANTUL 76.86 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI KEDIRI 76.70 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI SUBANG 75.11 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI LIMBOTO 74.48 
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D. PENGADILAN NEGERI KELAS II 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING 83.89 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN 80.67 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 80.41 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI BATANG 80.23 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU 79.55 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI PRAYA 79.01 
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VII. PEMENANG LOMBA PELAKSANAAN E-LITIGASI HAKIM  

TAHUN 2023 

 

A. KATEGORI E-LITIGASI 26 s.d. 50 PERKARA 

PERINGKAT NAMA HAKIM 
SATUAN 

KERJA 
NILAI 

PERINGKAT I : GORGA GUNTUR, S.H., 

M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

PEMALANG 

87.50 

: MUHAMMAD 

CAKRANEGARA, S.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

WAINGAPU 

87.50 

PERINGKAT II : HANRY ICHFAN ADITYO, 

S.H., M.Kn. 

PENGADILAN 

NEGERI 

SAMBAS 

86.96 

PERINGKAT III : HENDRO SISMOYO, S.H., 

M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

WAINGAPU 

86.49 

 

B. KATEGORI E-LITIGASI 51 s.d. 75 PERKARA 

PERINGKAT NAMA HAKIM 
SATUAN 

KERJA 
NILAI 

PERINGKAT I : GALIH RIO PURNOMO, 

S.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

WONOSOBO 

88.24 

PERINGKAT II : MUHAMAD IQBAL, S.H. PENGADILAN 

NEGERI 

WONOSOBO 

85.45 

PERINGKAT III : RINALDY ADIPRATAMA, 

S.H., M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

PELAIHARI 

77.14 
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C. KATEGORI E-LITIGASI 76 s.d. 100 PERKARA 

PERINGKAT NAMA HAKIM 
SATUAN 

KERJA 
NILAI 

PERINGKAT I : YUSTISIA LARASATI, S.H., 

M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

PELAIHARI 

82.05 

PERINGKAT II : WAJIHATUT DZIKRIYAH, 

S.H., M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

NEGARA 

79.76 

PERINGKAT III : GOLOM SILITONGA, S.H., 

M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

SIMALUNGUN 

77.78 

 

D. KATEGORI E-LITIGASI LEBIH DARI 100 PERKARA 

PERINGKAT NAMA HAKIM 
SATUAN 

KERJA 
NILAI 

PERINGKAT I : I PUTU PANDAN SAKTI, 

S.H., M.H. 

PENGADILAN 

NEGERI 

KUPANG 

93.89 

PERINGKAT II : ARIFIN BUDIMAN, S.H. PENGADILAN 

NEGERI 

PELAIHARI 

79.05 

PERINGKAT III : SUPARNO, S.H., M.H. PENGADILAN 

NEGERI 

SURABAYA 

68.38 
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VIII. PEMENANG LOMBA E-LITIGASI PENGADILAN NEGERI  

TAHUN 2023 

 

A. KATEGORI E-LITIGASI 26 s.d. 100 PERKARA 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI KAIMANA 100.00 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI BIAK 100.00 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI SANANA 100.00 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG 100.00 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI SABANG 100.00 

: PENGADILAN NEGERI PARINGIN 100.00 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH 100.00 

 

B. KATEGORI E-LITIGASI 101 s.d. 500 PERKARA 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI SAMBAS 99.20 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE 98.99 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON 98.82 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN 98.73 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI BANYUMAS 98.51 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI JANTHO 98.35 

 

C. KATEGORI E-LITIGASI 501 s.d. 1.000 PERKARA 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI WATES 98.42 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG 97.99 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI 97.01 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN 96.70 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI BANGIL 95.14 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI TABANAN 94.05 
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D. KATEGORI E-LITIGASI LEBIH DARI 1.000 PERKARA 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG 98.84 

PERINGKAT II : PENGADILAN NEGERI SLEMAN 93.73 

PERINGKAT III : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 92.95 

HARAPAN I : PENGADILAN NEGERI MALANG 91.32 

HARAPAN II : PENGADILAN NEGERI TONDANO 90.21 

HARAPAN III : PENGADILAN NEGERI BATAM 89.70 
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IX. PEMENANG LOMBA 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 

 

PERINGKAT NAMA PENGADILAN NILAI 

PERINGKAT I : PENGADILAN TINGGI RIAU  82,90 (A) 

PERINGKAT II : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH 80,80 (A) 

PERINGKAT III : PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  80,00 (BB) 
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X. PEMENANG LOMBA INOVASI PENGADILAN 

TAHUN 2023 

 

NO NAMA PENGADILAN KRITERIA NAMA INOVASI 

1 PENGADILAN NEGERI 

BIAK 

APLIKASI NAPI BYAK (Layanan Pemberi 

Informasi PN Biak) 

2 PENGADILAN NEGERI 

JEMBER 

PROGRAM TILIK DESA (Terintegrasinya 

Inovasi Layanan dan Informasi 

Kepada Desa) 

3 PENGADILAN NEGERI 

PELAIHARI 

APLIKASI KIJANG MAS TALA (Kolaborasi 

Layanan Penunjang Penyelesaian 

Masalah Bidang Tanah eks 

Transmigrasi di Wilayah 

Kabupaten Tanah Laut) 

4 PENGADILAN NEGERI 

PONTIANAK 

APLIKASI e-Perma (Layanan Elektronik 

Pendaftaran Perjanjian Bersama) 

5 PENGADILAN NEGERI 

TANGERANG 

APLIKASI e-Laksa (Elektronik Layanan 

Kependudukan Satu Atap) 

6 PENGADILAN NEGERI 

WONOSARI 

PROGRAM Mediator Desa 

 

 

*Catatan: urutan disusun berdasarkan alfabet. 
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